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Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR a‘-f TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,

Tahun 2021 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran

2020.

. 1.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kébupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438I: \N\}

e



Jauueoswe) uebuap repuidia

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

et ah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

mor 244,

Mndang_
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repyplik Indonesia Nomor 46141

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041]):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202(
57):

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 201):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat
Anggaran 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65S5);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 19 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pikak
Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 4 );kh j
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Wierne L aguban

19 Petaturan Dacrah kabupaten
2011 Noamaor 2)

20 Peraturan Darrah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 201 =

lembata Nomor ) Tahun 201 tenta pajak [acrah (lembaran Laerah Kabupaten Lembatg Yol
ng s B = ahun

Ntang Petribust Jasa Umum (Lermibaran [aergh K"”J'mern
g I

hrlwmpq kali terkahir dengan Peraturan [acrah Vabmpaten Lrmban,

Tahun 20192 tentang Perubahan Kedua Atas Perangran Daerah Kalyypaten Lembata Momor 3 Tahun 2911
¢ ahm

Umum (Lembaran Darrah Kabwipaten Lembata Tahun 2010 Momor 1) o

21 Peraturan Dactah Kalupaten Tembata Nomaor 4 Tahun 207 tentang Petribusi Jasa U
n il

Tahun 2011 Naomor ) erbagaimana telah dinhah N
omor
n—numg F"Plnbu“ Jasy

saha (Lembaran Daerah Kabppaten Lembata

Tahun 2011 Nomor 4], erbagaimana telah dinhah dengan Prraturan Daerah Kabupaten Momaor 2 Tahun 2915 tertang Pﬁubah;m Kias
Peraruran Dacrah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahan 201 tentans Petribusi Jasa Usaha (Lembaran Laerah Zabpipuser, Lembata

Talhun 2015 Nomor /).

s
.

Peraturan Dactalh Kabupaten [embata Nomore 5 Tahun 2001 tertang petribust Penizinan Tertentu (Lembaran Daersh Kby

Lembazta Tahun 2011 Nomor 5)

2% Veraturan Dactah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 20106 tent
Lesmbzta (lembatan Darrah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Momor f, Tambahan embaran Daerah Nomar 6

29 Peraturan Dartah Kalpaten Irmbata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencana pPermbangunan Jangka Menengan “abmges
20172022 (lembaran Darrah Kabunaten Lembara Tahun 2017 Nomar 61

Peratutan Dacrah Kabupaten lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Fencana Pembangunan Jangika Memengah abupaten

lembataTahun 2017 2020 (lrmbaran Dacrah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 91 .

26 Peraturan Dacrah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran ¥abuzanen Lem
2020 Nembaran Dacrah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomar 7)1

Lemmbata Tahun 2020 (lembaran Daorraly Babuoaten Lembata Tahun 2020 Nomor 5)

MEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENJABARAN PERTANCGUNGJIJAWABAN PELAKSANAAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN
BELAWIA DAERAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal |
walisasy Anggeran Tahun 2020 terdin dan
wSagaatann
Femdapatan Ash Daeval - LA Rp 44 244 016.164,15
emdapetan Transter - LIRA Rp 762825458 318,51
leun Pendapatan yang Sah Rp 34126 355 995,00
bumlsh Pendapatan Bp._ B41.195.830 477 96

‘qh[ J

Lembary,

Upaten

. pembentukan dan Susunan Perangleat Daerai Yaupaten

e Ldembata

mbal;

27 Peraturan Dacrah Kabupaten lembata Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prrubahan Anggaran Pendapatan dan Belamga Daerah Ka
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2. Belanja

a. Belanja Operasi

1)
2)
3)
4)
S)
6)

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal

1)
2)
3)
4)
S)

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

1)

Belanja Tak terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja

3! Transfer

a. Tranfer Bagi Hasil Pendapatan

b. Transfer Bantuan Keuangan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

285. 106.829.493,00‘
200.497.771.545,05
0,00

0,00

1.997.212. 180,00
306.375.000,00

Rp.

972.440.522,00
39.474.987.343,05
62.257.464.388,12
40.787.866.548,00
17.043.132.851,00

Rp.

12.511.101.004,00

Rp.

Rp.

2.647.596.966,00
180.221.670.050,00 \V

487.908.188.218,05

160.535.891.652,17

12.511.101.004,00

660.955.180.874,22

)
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c. Transfer Bantuan Keuangan lainnya Rp.

Jumlah Transfer Rp. 182.869.267.016,00

Jumlah Belanja dan Transfer Rp. 843_824.447.890,22

Surplus/ (Defisit) Rp. (2.628.6 17.412,26)
4. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 23.966.994.726,96
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Pembiayaan Netto Rp. 23.966.994.726,96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 21.338.377.314,70
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.&-

h(J
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) o Pasal 6
eraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan

A i ; . :
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatanny? dalam Berita Daerah Kabupaten Lembatq,

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal |§ agustus 2021

4, Plt. BUPATI LEMBATA, f
; THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 20 RGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 4)

-

L

%PASKALIS oila TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR .2.7-



